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SEKDA TEGASKAN LANGKAH ADDENDUM SUDAH TEPAT 

 

Sumber: Bpkad.lomboktengahkab.go.id 

 

HarianNusa, Mataram – Sekretaris Daerah, HL Gita Ariady menegaskan, upaya melakukan 

Addendum atau perjanjian ulang terkait kontrak produksi PT Gili Trawangan Indah di lahan 

milik Pemprov seluas 75 Ha di Gili Trawangan sudah tepat.  

"Kita ingin memperbaiki pengelolaan aset kita di sana karena PT GTI masih memiliki hak 

mengelola sampai dengan 2026. Kalau hal ini dibawa ke pengadilan akan berlarut larut dan 

status lahan akan status quo," jelasnya saat menghadiri diskusi publik daring tentang 

permasalahan Addendum PT GTI dan Pemprov NTB, pada Rabu, (14/7), yang digelar Sirra 

Prayuna Syandicate.  

Ditambahkannya, jikapun PT GTI dinilai melakukan tindakan wanprestasi atas kewajibannya 

mengelola lahan maka hal itu harus didasarkan pada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, 

Pemprov mengambil langkah dengan melakukan konsultasi ke banyak pihak diantaranya 

Kemendagri, BPK, KPK dan lain lain untuk melakukan langkah tepat sesuai aturan hukum yang 

berlaku dan melihat aspek lain diluar hukum termasuk keberadaan masyarakat yang menempati 

sebagian lahan yang dikelola PT GTI. 

Adapun terkait Addendum, Pemprov baru dalam tahap melakukan pemetaan dan inventarisasi 

serta mengumpulkan data terkait keberadaan PT GTI selama 25 tahun ini dan keberadaan 

masyarakat yang melakukan usaha di sebagian lahan tersebut.  

"Yang pasti masyarakat, PT GTI dan pemerintah provinsi sebagai pemilik aset tidak boleh 

dirugikan," tambah Sekda.  

Oleh karena itu, langkah yang saat ini sedang bergulir akan menjadi rancangan pokok-pokok 

dalam surat keputusan (SK) Addendum yang dapat diterima oleh semua pihak.  

Miq Gita mengatakan pula Adendum itu, semangatnya ingin membuat kolaborasi yang baik 

antara Pemprov berupa peningkatan nilai sewa lahan yang signifikan dari penerimaan saat ini 

sebesar 22,5 juta pertahun.  
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Miq Gite menegaskan pilihan adendum yang diambil Pemprov NTB sesuai dengan hasil formula 

yang direkomendasikan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati NTB yang ditunjuk Pemprov 

selaku kuasa hukum Pemda. 

Meski demikian, adendum kontrak kerja sama tersebut memiliki syarat. Yakni harus ada jaminan 

PT GTI kepada JPN Kejati NTB dan Pemprov NTB, bahwa mereka punya modal untuk 

diinvestasikan di Gili Trawangan.  

Miq Gite menyebutkan Addendum yang dipilih berjalan dengan tahapan yang sudah dilakukan. 

Di antaranya, Pemprov melalui Kejati NTB telah melakukan berbagai konfirmasi dan validasi 

pada semua obyek di atas areal PT GTI. Hasil validasi tersebut menunjukkan bahwa investor 

tidak bisa bekerja di lahan tersebut, karena masyarakat sudah lama menempati lahan itu. 

“Tapi, kami ingin masyarakat tidak dirugikan dengan mempedomani ketentuan hukum yang 

berlaku. Salah satunya, putusan Mendagri tanggal 4 Juni tahun 1997 sebagai konstruksi Hukum 

untuk bisa mereduksi klausul perjanjian yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah,” tandas 

Sekda. 

 

Sumber berita: 

1. https://hariannusa.com/2021/07/16/sekda-tegaskan-langkah-addendum-sudah-tepat/, Diakses 

20 Juli 2021 

2. https://www.ntbprov.go.id/post/sekda-langkah-addendum-sudah-tepat, Diakses 20 Juli 2021 

3. https://www.suarantb.com/pemprov-tandatangani-adendum-dengan-pt-gti-masyarakat-gili-

trawangan-tidak-akan-dirugikan/, Diakses 20 Juli 2021 

 

Catatan: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah: 

 Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah
1
. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
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penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, 

pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
2
. 

 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang  tidak  digunakan  untuk  

penyelenggaraan  tugas  dan fungsi  SKPD  dan/atau  optimalisasi  barang  milik  daerah 

dengan tidak mengubah status kepemilikan
3
. 

 Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah  pendayagunaan  barang  

milik  daerah  oleh  pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan 

pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya
4
.  

 Barang milik daerah meliputi
5
:  

1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau 

2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

 Beberapa prinsip dalam pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut:  

1. Barang  milik daerah dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan  pinjaman  atau  

diserahkan  kepada  pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah 

daerah
6
. 

2. Barang  milik daerah tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan
7
. 

3. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen 

pengadaan
8
. 

4. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen 

perolehan
9
.  
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5. Kelengkapan dokumen pengadaan dan perolehan untuk barang milik daerah yang dibeli 

atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, 

bersifat berwujud maupun tidak berwujud
10

. 

6. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi
11

: 

a. barang yang diperoleh dari  hibah/sumbangan  atau  yang sejenis; 

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 

c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; atau 

e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah 

daerah. 

7. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak antara lain berasal 

dari: 

a. Kontrak karya; 

b. Kontrak bagi hasil; 

c. Kontrak kerjasama; 

d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan 

e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. 

 Prinsip Umum dalam Pemanfaatan barang milik daerah: 

1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh
12

: 

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik  

daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan 

b. Pengguna Barang  dengan persetujuan Pengelola Barang,  untuk  barang  milik  daerah  

berupa  sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh  Pengguna  

Barang,  dan  selain  tanah  dan/atau bangunan. 
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2. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan 

memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum
13

. 

3. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu 

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah
14

. 

4. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD
15

. 

5. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang 

menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan
16

. 

6. Biaya persiapan pemanfaataan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra 

Pemanfaatan dibebankan pada APBD
17

. 

7. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah 

yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah
18

. 

8. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah  dalam  rangka  

penyelenggaraan  pelayanan  umum sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  Badan  Layanan  

Umum Daerah  merupakan  penerimaan  daerah  yang  disetorkan seluruhnya ke rekening 

kas Badan Layanan Umum Daerah
19

. 

9. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah  dalam  rangka  selain  

penyelenggaraan  tugas  dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan 

penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah
20

. 

10. Barang  milik  daerah  yang  menjadi  objek  pemanfaatan dilarang dijaminkan atau 

digadaikan
21

. 
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11. Barang  milik  daerah  yang  merupakan  objek  retribusi daerah tidak dapat dikenakan 

sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah
22

. 

 Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa
23

: 

a. Sewa. 

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak  lain  dalam  jangka  waktu  

tertentu  dan menerima imbalan uang tunai
24

. 

b. Pinjam Pakai. 

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan 

pemerintah  daerah atau antar  pemerintah  daerah  dalam  jangka  waktu  tertentu tanpa 

menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada 

Gubernur/Bupati/Walikota
25

. 

c. KSP. 

Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah  pendayagunaan  barang  

milik  daerah  oleh  pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan 

pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya
26

. 

d. BGS atau BSG; 

 Bangun  Guna  Serah  yang  selanjutnya  disingkat  BGS adalah  pemanfaatan  barang  

milik  daerah  berupa  tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau 

sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan  oleh  pihak  lain  tersebut  dalam  

jangka waktu  tertentu  yang  telah  disepakati,  untuk  selanjutnya diserahkan  kembali  
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tanah  beserta  bangunan  dan/atau sarana  berikut  fasilitasnya  setelah  berakhirnya  

jangka waktu
27

. 

 Bangun  Serah  Guna  yang  selanjutnya  disingkat  BSG adalah  pemanfaatan  barang  

milik  daerah  berupa  tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau 

sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk 

didayagunakan oleh pihak  lain  tersebut  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang 

disepakati
28

. 

e. KSPI. 

Kerja  Sama  Penyediaan  Infrastruktur  yang  selanjutnya disingkat  KSPI  adalah  

kerjasama  antara  pemerintah  dan badan  usaha  untuk  kegiatan  penyediaan  infrastruktur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
29

. 

 

Disclaimer: 

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan 

merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB 
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